I. LATAR BELAKANG


Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 mengamanatkan perlunya  perhatian secara khusus diberikan kepada pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) disamping perhatian pembangunan pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Perhatian ini terutama perlu diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam KTI – terutama sumberdaya kelautan yang sangat besar melalui pengembangan teknologi pengelolaan sumberdaya kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan kawasan KTI secara khusus.  Kebijaksanaan pemanfaatan sumberdaya laut ini dipadukan dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di kawasan main land yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dalam rangka substitusi import bahan pangan nasional yang saat ini tidak dapat lagi hanya mengandalkan  kepada kemampuan Kawasan Barat  Indonesia. 


Diharapkan dengan dengan peningkatan nilai tambah komoditi unggulan KTI tersebut, kemandirian dan martabat sosial ekonomi KTI  dapat ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalannya dari KBI.

II. ISU PENGEMBANGAN KTI

· Masih tingginya kesenjangan perkembangan wilayah antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1:

· Masih rendahnya kemampuan manajemen potensi kelautan di KTI, serta belum terpadu dan sinkronnya pola pengelolaan potensi kelautan yang sangat besar dengan pengelolaan potensi darat yang masih berupa produk awal untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga atau lokal (self-contained). .

· Rendahnya tingkat aksesibilitas antar kawasan di KTI sehingga masih banyaknya dijumpai kawasan-kawasan yang terisolasi dari pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, pesisir, dan daerah pedalaman.

· Dalam kaitan dengan aksesibilitas yang rendah tersebut, secara umum sentra-sentra produksi yang terdapat di KTI belum memiliki aksesibilitas langsung ke Pasar Internasional.

· Masih banyaknya dan tingginya kawasan rawan konflik sosial-ekonomi dan hankam di daerah KTI yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sangihe-Talaud, Halmahera, Kei-Aru, Timor Barat, dan Papua. 

Tabel 1

Kesenjangan Perkembangan KBI dan KTI

No
ASPEK 

PENGAMATAN
KBI
KTI

1.


KEPENDUDUKAN

· KUANTITAS 

· KUALITAS

· DESA – KOTA
80% 

tersebar di 60% (Jawa) dan 20% (Sumatera)

Terkonsentrasi di  Jabotabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Palembang

Cukup Banyak di Kota-kota Besar

Persentase Perdesaan dan Perkotaan Cukup Seimbang
20% 

tersebar di Kalimantan (5%) ;  Sulawesi (7% ) ;  ; Maluku (termasuk Maluku Utara) dan Papua (masing-masing 1% dari total penduduk Indonesia) serta Nusa Tenggara (4%)
Masih terkonsentrasi di ibukota : Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak - Jayapura, Ternate, Ambon, Mataram dan Kupang serta pulau-pulau besar
Relatif Kurang (hanya Spot-spot)

Dominan Perdesaan, bahkan Daerah Terpencil 

2.
KEGIATAN USAHA

· PDB

· PERTANIAN

· PERTAMBANGAN

· INDUSTRI

· JASA 
81%

61% (Jawa) dan 20% (Sumatera)
78% 

54% (Jawa) dan 24% (Sumatera)
Komoditi Unggulan : Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Perikanan

Produk Utama : Minyak & Gas, Batubara

90% 

sebagian besar (75%) di Jabotabek

Kawasan& Zona Industri serta Export Processing Zone

Industri Hulu sampai Hilir

Jasa Perbankan/ Keuangan; Perdagangan
19%

Kalimantan (8%) ; Sulawesi (5%)  ; Papua (3%) ; Nusa Tenggara (1,5%) ; Maluku (1,5%)

22%

Komoditi Unggulan : Kehutanan, Perikanan Laut, Perkebunan, Peternakan,  Kelapa
Produk Utama : Minyak & Gas, Batubara, Emas, Uranium Tembaga, Nikel, Mangan, Timah dan Batubara
10%

Kawasan Industri Hulu Makassar

; Kawasan Industri Pertambangan (di Papua)
Jasa Perdagangan

Sumber : 
Statistik Indonesia – BPS (2000) ; Review RTRWN (2001). 

II.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KTI DI NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA 

1. Pada prinsipnya pengembangan wilayah Nusa Tenggara, Maluku  dan Irian harus merupakan kesatuan konsepsi strategi pengembangan KTI yang tidak terlepas dari konsepsi NKRI, yang mampu menjamin efektifitas dan efisiensi  pengelolaan sumberdaya lokal. Untuk itu perlu disiapkan konsepsi strategi pengembangan wilayah KTI yang mengacu kepada pendekatan tata ruang agar dapat ditetapkan arah dan alokasi kawasan pengembangan prioritas yang selain menjamin  pembangunan ekonomi wilayah - yang mampu memberikan dampak multiplier terhadap kawasan sekitarnya - juga menjamin keberlanjutan arah  pembangunan (sustainability development). 

2. Dengan demikian konsepsi pengembangan KTI di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian, sama seperti yang di kembangkan di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi, perlu mengacu pada kebijakan penataan ruang seperti RTRWN, RTRW Pulau, RTRW masing-masing daerah. 

3. Berdasarkan arah pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kebijakan pengembangan wilayah Pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebagai bagian integral dari pengembangan KTI mencakup 7 (tujuh) kebijakan pokok, berikut : 

a. Pembangunan KTI dikembangkan secara terpadu lintas wilayah administrasi dan lintas sektor dengan memanfaatkan RTRWN, RTR Wilayah Pulau, dan RTRW Propinsi. 

b. Pengembangan kawasan-kawasan prioritas dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah KTI (KAPET sebagai prime mover yang diarahkan menjadi Unit Corporate Mandiri ; kawasan cepat tumbuh dan potensial tumbuh ; kawasan KESR melalui peningkatan kerjasama antar negara), serta tanpa melupakan kawasan tertinggal seperti kawasan pesisir dan terisolasi di pedalaman.

c. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan depan yang dilakukan dengan pendekatan prosperity dan security, khususnya untuk kawasan perbatasan Kaltim, Kalbar, Sulut, Papua, NTT dan Maluku.

d. Simpul-simpul utama KTI didorong sebagai pusat/hub ekonomi wilayah Timur Indonesia ke pasar internasional yang didukung pengembangan industri  pengolahan.  

e. Wilayah KTI merupakan sentra pendukung ketahanan pangan nasional yang diarahkan untuk mendukung kebijakan substitusi import bahan pangan. Hal ini dicapai melalui pengembangan pola agroindustri terpadu dengan mengembangkan potensi pertanian skala besar (agriculture estate) yang dilengkapi dengan sistem manajemen modern berbasis teknologi (technology-based farming system), serta memiliki akses ke sentra produksi dan pasar regional/internasional dengan memanfaatkan pelayanan prasarana dan sarana yang tersedia. 
f. KTI sebagai sentra pengembangan kelautan yang terpadu dengan memperhatikan ; peningkatan kemampuan teknologi kelautan dan perikanan secara bertahap; pemanfaatan SDA yang belum tergali secara berkelanjutan; pengembangan tidak terfokus pada wilayah pesisir saja (tapi menuju kawasan yang lebih luas -jembatan menuju pasar dunia); dan, laut sebagai alat pengawal dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI.  
g. KTI sebagai sentra pengembangan sumber daya alam yang berorientasi ekspor dengan tetap mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. 
III. 
KEBIJAKSANAAN BIDANG KIMPRASWIL DI KTI

Mengacu kepada arahan konsepsi pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah pulau (RTRW Pulau), kebijaksanaan bidang Kimpraswil untuk pengembangan KTI diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan andalan – baik darat maupun laut, serta pusat-pusat pertumbuhan (propinsi, kabupaten, dan kota) dengan sistem jaringan prasarana dan sarana guna memacu kawasan-kawasan di sekitarnya. 

Arahan tersebut berupa dukungan bagi fungsionalisasi KAPET, seperti melalui dukungan prasarana jalan dari kawasan produksi ke outlet, dukungan prasarana perkotaan dan prasarana lingkungan permukiman pada kota-kota di dalam KAPET, serta prasarana sumber daya air dalam menunjang kawasan produksi maupun kawasan permukiman di dalam KAPET. 

Disamping itu dukungan pembangunan bidang Kimpraswil di luar KAPET tetap dilakukan, khususnya dalam membuka akses daerah-daerah terisolir, pulau-pulau kecil, dan kawasan pesisir/permukiman nelayan.

3.1. 
ARAHAN PROGRAM BIDANG KIMPRASWIL  2002 – 2004 

Mengacu kepada Jakstra Kimpraswil, pengembangan prasarana dan sarana Kimpraswil di KTI difokuskan pada pusat-pusat kawasan pengembangan  dengan arahan program sebagai berikut:

1. Pengembangan fungsi prasarana dan sarana yang ada melalui pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pengairan dan permukiman, termasuk dukungan rehabilitasi prasarana dan sarana untuk pemulihan kehidupan pengungsi.

2. Penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan agar cepat berfungsi.

3. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman dan prasarana wilayah, difokuskan pada kawasan pusat produksi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan dan membangun jaringan distribusi yang menghubungkan pusat-pusat produksi ke pusat pemasaran maupun outlet dan membuka daerah terisolir.

4. Mendorong tumbuhnya investasi di KTI untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada.

3.2. 
PROGRAM PRIORITAS BIDANG KIMPRASWIL 2002 

1. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan membuka isolasi daerah melalui Eastern Island Regions Transportation Project (EIRTP).
2. Meningkatkan aksesibilitas dari sentra-sentra produksi ke outlet (Pelabuhan dan Bandara).

3. Peningkatan prasarana dan sarana di kawasan perbatasan sesuai dengan security through prosperity approach. 

4. Mendukung ketahanan pangan, khususnya pertanian tanaman padi melalui pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air, misal melalui program pengembangan Small Irrigation.

5. Dukungan terhadap kawasan-kawasan prioritas (melalui 13 KAPET, Kawasan Andalan, Kawasan Tertentu, dan Kawasan Tertinggal).

6. Pemantapan fungsi kota sebagai pusat kegiatan wilayah dan lokal untuk membentuk struktur kota-kota yang efisien (melalui penyediaan prasarana dan sarana perkotaan)

7. Dukungan penyediaan air baku/air bersih, kawasan rawan air dan pengembangan kegiatan ekonomi.

8. Dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan (melalui Program Perbaikan Kawasan Kumuh Nelayan dan Program Penyediaan Prasarana dan Sarana di Desa-Desa Pesisir, Pulau-Pulau Kecil/Terpencil). 

IV.
TINDAK LANJUT 

Agenda tindak lanjut yang direncanakan untuk direalisasikan dalam waktu dekat meliputi:

· Keterpaduan Pembangunan Wilayah Pulau Nusa Tenggara dan Maluku-Papua

1. Mengagendakan pembahasan pada forum Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) dan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) untuk memperoleh perspektif tentang common issues yang perlu ditangani bersama di wilayah KTI. 

2. Penyiapan penyiapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau untuk Pulau Nusa Tenggara dan Pulau-Pulau Maluku – Papua sebagai landasan kerjasama lintas wilayah dan sektor, serta landasan keterpaduan program pembangunan wilayah. 

3. Melanjutkan pembinaan teknis penataan ruang melalui kegiatan Pembinaan Teknis (Bintek) dan Bantuan Teknis (Bantek). 

· Pengembangan KAPET:

1. Persiapan agenda Sidang Kabinet terbatas bulan Juli 2002 mengenai Konsep Percepatan KTI dan KAPET, serta Konsep pengembangan segitiga yang ada yaitu IMT-GT, IMS-GT, BIMP EAGA, dan AIDA. 

2. Pemanfaatan kesempatan promosi KAPET dalam Acara pembangunan Berkelanjutan Internasional yang akan dilaksanakan di Bali bulan Mei 2002 mendatang. 

3. “Road show” bersama Tim Teknis BP KAPET dan membantu Badan Pengelola KAPET untuk mempertajam gambaran swasta agar usulan tersebut benar-benar feasible.
4. Persiapan pembentukan KAPET baru, yakni : Timor Barat, Sorong, Selayar dan Goal-Jailolo.
LAMPIRAN

I.
ISSUES PEMBANGUNAN WILAYAH PULAU NUSA TENGGARA

· Terbatasnya prasarana perhubungan yang ada, baik perhubungan laut maupun perhubungan udara mengakibatkan terisolirnya beberapa wilayah di Pulau Nusa Tenggara

· Penyediaan prasarana tidak merata antara kota-kota di sepanjang jaringan jalan dengan kota-kota pesisir pantai yang mengakibatkan rendahnya pelayanan yang menghubungkan kota-kota kecil dengan desa-desa (hinterlandnya) 

· Sebaran kota dan desa hanya terjadi pada wilayah-wilayah yang berada di sepanjang jaringan jalan serta di pesisir pantai. 

· Kondisi topografi yang curam dan batuan cadas menghambat pembukaan daerah-daerah terisolir dan kantong produksi karena membutuhkan biaya tinggi

· Pertumbuhan sektor ekonomi tidak merata, sektor pertanian mendominasi (49,84%) sementara lokasi kegiatan perekonomian masih terkonsentrasi pada kota-kota di pulau-pulau utama

II.
 ISSUES PEMBANGUNAN WILAYAH PULAU MALUKU - PAPUA

· Pelayanan prasarana transportasi masih sangat minim (khususnya darat dan laut) yang menyebabkan belum terciptanya interaksi antar kota dan desa secara optimal

· Rasio jumlah penduduk yang sangat kecil terhadap wilayah darat dan kepulauan yang tersebar di berbagai kepulauan (Halmahera, Morotai, Ambon, Ternate, Biak dan Irian) ; interaksi sosial-ekonomi relatif rendah.

· Pemanfaatan potensi sumber daya alam (terutama kelautan dan mineral) masih belum optimal ; 

· Ekonomi biaya tinggi untuk pembangunan karena lokasi pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar serta lemahnya keterkaitan ekonomi antar wilayah (baik dalam lingkup internal pulau Maluku – Papua) ataupun dengan pusat-pusat pertumbuhan lainnya dalam lingkup yang lebih luas (Sulawesi, Kalimantan atau KBI). 

III. KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)

· Pendekatan KAPET sebagai prime mover pembangunan di Kawasan Timur Indonesia tetap dilanjutkan serta akan terus didorong dalam melaksanakan promosi investasi yang lebih terencana, khususnya dalam menarik investasi PMA dan PMDN baru, terutama menjelang pemberlakuan Asean Free Trade Area (AFTA) tahun 2003.

· Badan Pengelola KAPET sedang merampungkan list issues strtaegis, masalah mendesak, peluang investasi potensial serta kebutuhan dukungan sektor sampai 2004, untuk dipakai sebagai acuan dasar pengembangan KAPET hingga tahun 2004.

· Untuk meningkatkan efektifitas pengembangan kelembagaan KAPET, kelembagaan Badan Pengelola KAPET akan dikembangkan dalam 3 (tiga) tahap pengembangan, yaitu (a) Tahap Survival, yang merupakan tahap awal pengembangan KAPET dengan prioritas tugas adalah Menyusun Rencana Pengembangan KAPET dan mensosialisasikannya sehingga pada akhirnya mendapat legalitas dan dukungan di daerah, Inventarisasi peluang investasi dan Inventarisasi kebutuhan insentif dasar dan dukungan sektor,  (b) Tahap Transisi, yang merupakan tahap kedua pengembangan kelembagaan KAPET dengan prioritas tugas adalah Menyusun Business Plan KAPET, Penyederhanaan berbagai prosedur perijinan investasi, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Komitmen dukungan sector, Inventarisasi insentif khusus dan Kegiatan promosi peluang investasi.  Dalam tahap ini, Badan Pengelola KAPET dapat mencari sumber keuangan baru sesuai dengan peraturan yang berlaku, (c) Tahap Take Off yang merupakan tahap akhir pengembangan kelembagaan, yaitu dengan memprakarsai terbentuknya sebuah holding company untuk mengelola berbagai kegiatan bisnis sektor unggulan dan ikutannya. Badan Pengelola KAPET berfungsi sebagai pengawas holding company.  Pemerintah dan pemerintah daerah tidak menyediakan lagi anggaran operasional.
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